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KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA GALAM
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

8
-38 1

POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DESA GALAM KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018

KEPALA DESA GALAM,

bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan
masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan
Terpadu (POSYANDU) perlu membentuk Kelompok
Kerja (POKJA) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di
Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah
Laut;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)
Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Galam
Kecamatan Bajuin Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756} dengan mengubah Undang-
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Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tinghat 1
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5493);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
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10.

11.

12.

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintalh Nomeor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5T17);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peratran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraaan
Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja
Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan
Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomeor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 158)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1934);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 135);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor

10;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nemor 4 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagjan dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2015 Nomor 412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan
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Memperhatikan

Menetapkan

20,

21.

22,

23,

22,

23.

Het B

Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor

o241,
Peraturan Bupati Tannh Laut Nomor 12 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengadoan Barang/Jasa di Desa
(Berita. Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015

Nomaor 4 149);
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 523);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2015
tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomer 541);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2015 Nomaor 545);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 139 Tahun 2015
tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD] dan
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2015 [Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor
246);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor
247),

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
4113/1116/8J/2001 tentang Pedoman Umum
Revitalisasi Posyandu;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003
tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu:

MEMUTUSKAN :
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KESATU

KEDUA

. Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja (Pokja)

Pasyandu Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten
Tanah Laut sejak tanggal penetapan dengan nama
POSYANDU sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Keputusan ini.

. Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

.

. Melakukan bimbingan, fasilitasi,

Membantu Pemerintah Deza dalam
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan

kegiatan pengembangan dan pelayanan kesehatan
melalui Posyandu,

. Mengelola berbagai data dan informasi yang

berkaitan dengan kegiatan Posyandu;

. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan

tahunan Posyandu berdasarkan analisis masalah
sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;

Memfasilitasi serta melaksanakan advokasi dan
sosialisasi kebijakan di bidang kesehatan;

pemantauarn,
pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
kinerja pelayanan Posyandu BECATA

berkesinambungan;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
serta pengembangan kemitraan dalam
pengintegrasian layanan sosial dasar Posyandu;

Menggerakan dan mengembangkan prakarsa,
partisipasi, gotong rovong, dan swadaya
masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

. Mengupayvakan adanya sumber-sumber pendanaan

untuk mendukung kegiatan pelayanan Posyandu;

Mengembangkan program desa siaga aktif,
peningkatan kadarzi, kelestarian STBM Desa dan
kegiatan kesehatan lainnya;

Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Desa; dan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

k. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu
Kecamatan.

Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dapat membentuk Sekretariat Tetap  yang
berkedudukan di Polindes, Kantor Desa, Fasilitas
Desa lainnya dan atau rumah Kader Posyandu sesuai
dengan kesepakatan bersama serta dibantu oleh
Tenaga Kesehatan lainnya di desa.

Pokja Posyandu bertanggungjawab kepada Kepala
Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan
biaya operasional dan/atau tunjangan sesuai
kemampuan keuangan desa,

Sebagian bhiaya vang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Galam,
Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Galam
pada tanggal 8 Oktober 2018

KEPALA DESA GALAM,

HUSAINI
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LAMPIRAN :

NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA GALAM

- 15 TAHUN 2018
- B OKTOBER 2018

KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GALAM KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

e

NO

1

NAMA POSYANDU JENIS POSYANDU KETERANGAN
. = 1 3 4
| POSYANDU ANGGREK POSYANDU BALITA

1.

2. | POSYANDU MEKAR SARI

3.

POSYANDU TULIP

POSYANDU BALITA

POSYANDU LANSIA

KEPALA DESA GALAM,
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